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RINGKASAN 
 

Prosedur Pembuatan SKPD Pajak Reklame Insidentil dan Reklame Tetap 

Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, Malika 

Safira Salsabila, NIM D4222094, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Jurusan 

Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Ibu Fitri Hartami, S.E (Pembimbing Lapang), 

dan Ibu Berlina Yudha Pratiwi, SE., MSA., Ak (Dosen Pembimbing Magang). 

 Laporan ini disusun untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan magang 

yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember. 

Penugasan dilaksanakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Daerah dan Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, khususnya 

pada Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sub 

Bidang Verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Sub Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan 

bertujuan untuk mendukung proses pelayanan perpajakan daerah serta memahami 

mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah daerah. 

 Kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada pelayanan administrasi 

perpajakan dan pengelolaan dokumen pendapatan daerah. Tugas yang ditangani 

meliputi pendampingan wajib pajak dalam proses penerbitan SKPD Pajak Reklame 

Insidentil dan Reklame Tetap, pengisian formulir PBB-P2, pengurusan NPWPD, 

serta pengolahan formulir SPOP dan LSPOP. Selain itu, kegiatan juga mencakup 

penataan arsip, penulisan kop dan nomor surat, penyusunan Laporan Hasil Kegiatan 

Verifikasi, serta pemberian stempel pada dokumen SPPD dan berkas monitoring 

lainnya. 

Prosedur pembuatan SKPD Pajak Reklame Insidentil dan Reklame Tetap 

diawali dengan proses pendataan objek pajak. Hasil daeri Pendataan tersebut 

kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, penilaian tarif pajak, serta 

penerbitan SKPD melalui aplikasi APDL. Laporan ini juga menjelaskan tentang 

peran dari setiap unit yang terlibat, serta kendala teknis yang kerap ditemui, seperti 

ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dan pengajuan izin reklame. 

 


